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PERBEKEL BANYUSERI
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA BANYUSERI
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KEPADA BADAN USAHA MILIK
DESA BANYU AYU MANDARA DESA BANYUSERI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEBEKEL BANYUSERI,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan
Usaha Milik Desa (BUMDesa) Banyu Ayu Mandara Desa
Banyuseri perlu penyertaan modal Pemerintah Desa
Banyuseri kepada Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu
Mandara Desa Banyuseri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada Badan Usaha
Milik Desa Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri Tahun
2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat [ Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1635);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
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Perubanhan Kedun Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesin
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin - Nomor 6914),

Pernturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan  Pelaksanann Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negaro
Republik Indonesia Nomor 5539) schbagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
KeDua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman

Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
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(Beritn Negara Republik  Indonesin Tahun 2020 Nomor
1603) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal, dan
Tranamigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum Pembangunan dan Pemberdaynan Masyarakat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi  Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan
dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan / atau
Jasan Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa
Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 252);

9, Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Kewenangan Desa  Berdasarkan  Hak  Asal-Usul  dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa  (Lembaran  Desa
Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);

10. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Pendirian Badan Usaha Milik Desa Banyu Ayu Mandara
Desa Banyuseri (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2022
Nomor 2);

11. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran

Desa Banyuseri Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUSERI
dan
PERBEKEL BANYUSERI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL

PEMERINTAH DESA KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA
BANYU AYU MANDARA DESA BANYUSERI TAHUN 2025

B Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

BAB | |
KETENTUAN UMUM |
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
Desa adalah Desa Banyuseri.
Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Banyuseri.
Perbekel adalah Perbekel Banyuseri.

Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Buleleng.
Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Bali.

A & .5

Perbekel adalah Pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan  rumah  tangga Desanya dan

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah

Daerah.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yang ditetapkan oleh Perbekel sctelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan  kehidupan untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.

13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan

Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
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diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa

untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

14, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang

sclanjutnya  disingkat Musrenbangdes adalah forum

musyawarah  tahunan yang dilaksanakan secara

partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan
pihak berkepentingan untuk membahas dan menyepakati
prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan yang akan
dilaksanakan.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama
oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa,
yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

16. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM
Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa, guna
mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan
investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan,
dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

17. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM
Desa adalah BUMDesa Banyu Ayu Mandara Desa
Banyuseri.

18.Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi

dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri
oleh BUM Desa.

19. Penyertaan Modal adalah kekayaan Pemerintahan Desa
yang  diinvestasikan dalam  BUMDesa  untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Desa atau pelayanan
kepada masyarakat.

BAB I
PENYERTAAN MODAL
Pasal 2
Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan penyertaan modal
Pemerintah Desa Banyuseri kepada Badan Usaha Milik Desa

Banyu Ayu Mandara Desa Banyuseri Kecamatan Banjar
Kabupaten Buleleng.
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BAB 111

TUJUAN

Pasal 3
(1) Penyertaan modal Pemerintahan Desa Banyuseri kepada
Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Banyu Ayu Mandara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta
mendapatkan manfaat ckonomis berupa peningkatan
perckonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli

Desa.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) penyertaan modal Pemerintahan Desa Banyuseri
dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahan

dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi

masyarakat.
BAB IV
BESARAN DAN SUMBER DANA
Pasal 4

(1) Besarnya penyertaan modal Pemerintah Desa Banyuseri
kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Banyu Ayu
Mandara Desa Banyuseri sebesar Rp36.000.000,00 (tiga
puluh enam juta rupiah).

(2) Sumber dana untuk penyertaan modal kepada Badan
Usaha Milik Desa (BUMDesa) Banyu Ayu Mandara Desa
Banyuseri bersumber dari penerimaan Silpa Tahun 2024,

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini,

sepanjang teknis pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Perbekel.
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pasal 6
Peraturan Desa ini myja; perlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan Peratury, Desa ini dengan Pénempatannya

dalam Lembaran Degg Banyusefi-

pitetapkan di Banyuseri
pada tanggal 11 November 2024
- PERBEKEL BANYUSER]I,

@

I NYOMAN WITADA
Diundangkan di Banyuseri
pada tanggal 11 November 2024
SEKRETARIS DESA BANYUSER],

- 1PUTG KARYAWAN
LEMBARAN DESA BANYUSERI TAHUN 2024 NOMOR 6
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